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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas untuk dapat mengetahui 

pengaruh antara pelaksanaan prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan serta kebijakan untuk meminimalkan implikasi 

prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan 

yang telah dijelaskan secara rinci pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan, data dari hasil wawancara belum tercipta, artinya asas 

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan belum dapat terlaksana 

secara penuh pada proses prapenuntutan. Tidak adanya konsekuensi bagi 

penyidik apabila dalam 14 hari penyidik tidak mengajukan berkas 

perkara kepada penuntut umum dan tidak adanya batasan pemisahan 

berkas dari penyidik kepada umum ataupun sebaliknya, membuat konsep 

penegakan hukum pidana formil bagi tersangka akan semakin berlarut-

larut. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan tersangka karena 

proses penegakan hukum yang ia jalani akan semakin berlarut-larut 

sedangkan proses prapenuntutan terdapat kendala seperti Tersangka 

tidak mengakui, Tidak ada saksi, kecuali pada kasus pencurian, 

Mendapati perbuatan tersebut tidak atau bukan termasuk tindak pidana 

(jarang terjadi), Barang bukti hilang, Minimnya saksi, dan kurang 

berintegritasnya oknum penyidik maupun jaksa penuntut umum yang 

tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 

2. Pelaksanaan prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan 

biaya ringan juga belum tercermin dalam regulasi hukum acara pidana di 

Indonesia, karena secara yuridis prapenuntutan memakan waktu 14 hari, 

sedangkan data yang ada terdapat ribuan kasus pidana yang masuk dalam 
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penyidik setiap tahunnya. Adanya prapenuntutan dalam proses 

penuntutan menurut narasumber yang diwawancara oleh penulis masih 

sering terjadi bolak-balik perkara antara penyidik dan penuntut umum. 

Untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut sehingga 

menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat 

dtempuh dengan solusi di atas yaitu adanya peningkatan intensitas 

koordinasi horizontal antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum 

yang di mulai sejak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 

(SPDP). Dengan demikian penegakan hukum seakan-akan tidak 

berulang kali di satu sisi tahap penyidikan yang di mulai lagi dari awal. 

B. Saran  

Harus ada ukuran yang pasti berapa kali bolak-balik berkas perkara 

dari penyidik begitu juga sebaliknya dalam melengkapi berita acara 

pemeriksaan tersangka dan harus ada standard yang dijadikan acuan untuk 

menyatukan penyidikan lengkap, agar tidak terjadi bolak balik berkas 

perkara dari penyidik umum begitu juga sebaliknya 

Sebaiknya proses prapenuntutan diatur dalam peraturan pelaksana 

secara terperinci demi kepastian hukum dan mencerminkan asas peradilan 

cepat, sederhana, dan biaya ringan. 
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Lampiran 1  

Surat Keterangan Melakukan Penelitian Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo 
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Lampiran 2 

Surat Keterangan Melakukan Penelitian Di Kepolisian Resor Sukoharjo 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian Di Kejaksaan Negeri 

Sukoharjo 
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Lampiran 4 

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian Di Kepolisian Resor 

Sukoharjo 

 

 

 

 

 



68 
 

Lampiran 5 

Pertanyaan Wawancara Kejaksaan Negeri Sukoharjo 

 

1. Bagaimana penerapan Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tahap 

pra penuntutan dan penuntutan? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan pra penuntutan harus dilakukan? 

3. Dalam faktanya (das sein) pelaksanaan pra penuntutan itu seperti apa? 

Apakah sering terjadi atau penuntutan langsung dilaksanakan tanpa adanya 

pra penuntutan? 

4. Dalam tahap pelimpahan berkas dari penyidikan ke penuntutan lalu pra 

penuntutan sering terjadi dengan alasan kurangnya alat bukti atau dokumen 

pelengkap apakah hal tersebut menyimpangi Asas cepat, sederhana, dan 

biaya ringan? 

5. Menurut narasumber apakah dengan adanya pra penuntutan, proses 

peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien? 

6. Apa indikator prapenuntutan dikatakan efisien dan efektif? 

7. menurut narasumber faktor apa saja yang mempengaruhi proses 

prapenuntutan menjadi lama  ( tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana 

cepat dan biaya ringan) 

8. Menurut narasumber apa yang perlu dibenahi dalam proses peradilan pidana 

di Indonesia? 

9. Bagaimana kerjasama antara Pihak Kepolisian Dengan pihak Kejaksaan 

dalam menangani Perkara dan terlebih lagi dalam prapenuntutan 
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Lampiran 6 

Pertanyaan Wawancara Kepolisian Resor Sukoharjo 

 

1. Apa yang dimaksud dengan penyeildikan dan penyidikan? 

2. Bagaimana penerapan Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tahap 

penyelidikan dan penyidikan? 

3. Dalam faktanya (das sein) apakah ada pelaksanaan pra penyidikan walaupun 

tidak diatur dalam KUHAP? Apakah yang sering menjadi kendala pada tahap 

penyidikan? 

4. Dalam hal tindak pidana khusus atau pidana diluar kodifikasi (pidana di luar 

KUHP) apakah ada proses penyidikan khusus yang dilaksanakan oleh penyidik di 

luar kepolisian dan alurnya seperti apa? Serta yang menjadi pembeda dari proses 

penyidikan yang diatur dalam KUHAP itu apa? 

5. Menurut narasumber apa yang perlu dibenahi dalam proses peradilan pidana di 

Indonesia? 
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Lampiran 7 

Transkrip Hasil Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo 

 

1. Bagaimana penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tahap pra 

penuntutan dan penuntutan? 

Berkenaan dengan prapenuntutan, bahwa sebenarnya di dalam prapenuntutan 

terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum). Adapun kekosongan hukum 

(rechtsvacuum) yang dimaksud adalah tidak adanya batasan (unlimited) berapa 

kali arahan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan dapat dilakukan. Tidak 

adanya batasan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan tersebut pada dasarnya 

menjadikan masalah tetapi dapat di toleransi karena masih dalam rentang waktu 

14 (empat belas) hari dalam konteks prapenuntutan. Namun, akan menjadi 

masalah yang lebih besar apabila Berkas Acara Pemeriksaan dikembalikan 

kepada Penyidik dan posisinya berada di tangan Penyidik untuk di lengkapi. Di 

tangan Penyidik inilah tidak ada batasan waktu yang jelas berapa lama Berkas 

Acara Pemeriksaan harus segera dikembalikan kepada Penuntut Umum karena 

KUHAP tidak mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaan 

prapenuntutan harus ada komunikasi antara penyidik dengan jaksa, terkhusus 

jaksa penyidik berkas untuk meminimalisisr terjadinya bolak balik berkas 

perkara. 

 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan pra penuntutan harus dilakukan? 

Karena menyangkut berhasil tidaknya di persidangan, karena di berkas harus 

termuat 2 syarat formil dan materiil. 

 

3. Dalam faktanya (das sein) pelaksanaan pra penuntutan itu seperti apa? Apakah 

sering terjadi atau penuntutan langsung dilaksanakan tanpa adanya pra 

penuntutan? 

Ada, tindak pidana ringan 

Sudah diatur di KUHP penyidik bisa langsung menyidangkan karena sifatnya 

yang mudah dan ancaman di bawah 1 tahun 
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Adanya koordinasi awal sebelum spdb diterbitkan oleh penyidik dengan jaksa 

untuk ditindak lanjuti atau tidak. 

 

4. Dalam tahap pelimpahan berkas dari penyidikan ke penuntutan lalu pra 

penuntutan sering terjadi dengan alasan kurangnya alat bukti atau dokumen 

pelengkap apakah hal tersebut menyimpangi Asas cepat, sederhana, dan biaya 

ringan? 

Ada yang menyimpang ada yang tidak, menyimpang karena pada pengumpulan 

bahan penyidikan yang termuat dalam berkas perkara ketika sudah lengkap akan 

semakin memudahkan penuntut umum melakukan penelitian sehingga tidak 

akan terjadi bolak balik perkara. Tidak menyimpangi karena menjadi 

kewenangan penuntut umum karena temuan pada berkas terdapat alat bukti yang 

belum terlampir di dalam berkas sehingga belum layak untuk disidangkan. 

Ditinjau dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka semua pihak 

baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim harus bertindak sesegera 

mungkin karena hak tersangka untuk dapat memperoleh kepastian hukum. 

 

5. Menurut narasumber apakah dengan adanya pra penuntutan, proses peradilan 

pidana di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien?  

Iya, karena diperlukannya pra penuntutan. Sebelum berkas diajukan, harus 

dipelajari terlebih dahulu meliputi materiil dan formilnya, serta apakah saksi-

saksi dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan. Adanya 

prapenuntutan penting dikarenakan agar penuntut umum lebih mengetahui isi 

berkas perkara, terlebih untuk mengetahui fakta dalam penyidikan agar dapat 

menentukan arah tuntutan yang akan diberikan kepada tersangka. Contohnya 

penggelapan dan penipuan memiliki beberapa unsur yang sama, tetapi ketika 

penuntut umum mengetahui fakta dalam berkas perkara maka penuntut umum 

dapat membedakan penggelapan atau penipuan. 

 

6. Apa indikator prapenuntutan dikatakan efisien dan efektif? 
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prapenuntutan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila Sistem prapenuntutan 

yang efisien harus mampu menanggapi kasus-kasus yang diajukan dengan cepat, 

mampu mengurangi biaya yang terlibat, baik bagi pihak yang terlibat langsung 

maupun bagi sistem peradilan secara keseluruhan, dan Sistem prapenuntutan 

yang efisien harus memastikan bahwa akses ke mekanisme prapenuntutan 

tersedia bagi semua pihak tanpa diskriminasi. 

 

7. Menurut narasumber faktor apa saja yang mempengaruhi proses prapenuntutan 

menjadi lama (tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya 

ringan) 

Jika kasus menjadi perhatian masyarakat minimnya alat bukti membuat proses 

prapenututan menjadi lama, saksi2 yang melihat, tersangkanya belum tertangkap 

atau masih DPO akan menghambat proses penyelidikan 

Dan integritas dari oknum penyidik dan penuntut umum. 

Dan setiap kasus memiliki kualitas berat ringannya atau kadarnya masing-

masing. Dan penyidik mencari  penemuan penemuan berkas untuk mendukung/ 

menemukan tersangkanya dan dari penuntut umum akan memproses berkasnya 

dan mencari berkas untuk memenuhi pasal2 tersebut dan apakah sesuai dengan 

alat2 bukti tersebut dan Ketika sudah memenuhi kriteria akan dilimpahkan ke 

pengadilan. 

Misalkan tidak koperatifnya tersangka 

Tidak hadirnya tersangka (mangkir) dalam tahap penyidikan 

 

8. Menurut narasumber apa yang perlu dibenahi dalam proses prapenuntutan dan 

peradilan pidana di Indonesia? 

- Diperlukan integritas masing-masing pihak dari penyidik dan penuntut umum 

dan pengadilan yang menangani kasus tersebut. 

- Ada penumpukan kasus atau hakim tidak sebanding dengan perkara yang masuk 

dan 

- kemampuan penyidik dan penuntut umum harus teruji untuk menangani kasus. 
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- Setiap perkara memiliki karakter sendiri, yaitu adanya yang memiliki ancaman 

tinggi tetapi sifat pembuktiannya mudah (misalnya pembunuhan tersangka 

langsung tertangkap tangan) dan ada yang pembuktiannya sulit (contoh kasus 

mahasiswa UI yang tenggelam di danau sampai saat ini belum diketahui apakah 

motifnya bunuh diri atau pembunuhan). 

 

9. Bagaimana kerjasama antara Pihak Kepolisian Dengan pihak Kejaksaan dalam 

menangani Perkara dan terlebih lagi dalam prapenuntutan? 

Kaitannya sangat erat, disamping masing-masing memiliki tugas pokok dan 

fungsinya dan harus sinkron misalnya dari penyidik hanya kasus penggelapan 

tetapi dari penuntut umum ada unsur-unsur penipuan juga maka akan ada 

koordinasi awal 
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Lampiran 8 

Transkrip Hasil Wawancara dengan Kepolisian Resor Sukoharjo 

 

1. Apa yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan? 

Sesuai dengan KUHAP (yang agak sulit dalam penyelidikan adalah kasus 

penipuan dan penggelapan). 

Dasar adanya penyelidikan adalah adanya surat pengaduan dari masyarakat. 

Ada undangan klarifikasi untuk mengundang saksi yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat tindak pidana. 

Penyedikan sesuai KUHAP. 

Setelah dilakukan penyelidikan, ada mekanisme gelar perkara untuk menuju 

tahap penyidikan. 

 

2. Bagaimana penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tahap 

penyelidikan dan penyidikan? 

Contoh konkret dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu Ketika 

saksi maupun terduga pelaku tidak dapat menghadiri undangan klarifikasi, 

maka ada beberapa opsi yang bisa dilakukan yaitu dengan dihubungi 

melalui panggilan telfon atau video conference, dan atau dapat dilakukan 

penjemputan oleh pihak kepolisian. 

 

3. Kendala penyidikan: 

a. Tersangka tidak mengakui  

Untuk mengatasi masalah ini, penyidik dapat mengundang ahli agar 

tersangka bisa mengakui tindakan yang telah dilakukan. Keterangan 

dari ahli dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam 

KUHAP. Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahliannya 

secara objektif dan tidak memihak. 

b. Tidak ada saksi, kecuali pada kasus pencurian 
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c. Mendapati perbuatan tersebut tidak atau bukan termasuk tindak 

pidana (jarang terjadi) 

d. Barang bukti hilang 

e. Minimnya saksi 

 

4. Dalam tindak pidana khusus atau pidana di luar kodifikasi, terutama di luar 

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat 

beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas penyidikan. 

Proses penyidikan untuk tindak pidana khusus ini sering kali melibatkan 

lembaga atau badan yang memiliki wewenang khusus dalam menangani 

jenis tindak pidana tertentu. Beberapa contoh lembaga tersebut adalah 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tindak pidana korupsi, Badan 

Narkotika Nasional (BNN) untuk tindak pidana narkotika, dan Badan, 

Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) 

untuk tindak pidana tertentu yang memerlukan investigasi khusus. Proses 

penyidikan tindak pidana khusus ini mungkin memiliki beberapa perbedaan 

dengan proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP, contohnya : 

a. Memiliki Wewenang Investigasi Khusus: Lembaga atau badan yang 

menangani tindak pidana khusus mungkin memiliki wewenang 

investigasi yang lebih luas atau spesifik terhadap jenis tindak pidana 

tertentu. Wewenang ini mungkin mencakup penyadapan telepon, 

pemeriksaan terhadap transaksi keuangan, atau metode investigasi 

lainnya yang tidak selalu diizinkan dalam penyidikan umum yang 

diatur dalam KUHAP. 

b. Memiliki ketentuan Prosedural Khusus: Proses penyidikan tindak 

pidana khusus dapat memiliki aturan prosedural khusus yang diatur 

dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang 

mengatur lembaga atau badan tersebut. Ketentuan ini dapat mengatur 

berbagai aspek penyidikan, termasuk tahapan penyitaan, pemeriksaan, 

penggeledahan, dan penyadapan yang mungkin berbeda dengan 

prosedur yang diatur dalam KUHAP. 
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c. Memiliki keterlibatan Ahli Khusus: Penyidikan tindak pidana khusus 

sering melibatkan keterlibatan ahli khusus dalam bidang tertentu, 

seperti ahli forensik, ahli keuangan, atau ahli lainnya yang dapat 

memberikan kontribusi penting dalam proses penyidikan. Keterlibatan 

ahli ini mungkin lebih sering terjadi dalam penyidikan tindak pidana 

khusus dibandingkan dengan penyidikan umum yang diatur dalam 

KUHAP.  

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan 

untuk pendekatan yang lebih spesifik dan fokus dalam menangani jenis 

tindak pidana tertentu yang sering kali memiliki dampak yang luas 

terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dan proses 

penyidikan tindak pidana khusus sering kali disesuaikan dengan 

kompleksitas dan sifat khusus dari jenis tindak pidana yang ditangani. 

5. Hal yang perlu dibenahi: 

a. Perlunya aturan yang mengatur terkait bolak balik perkara dalam pra 

penuntutan 

b. Persamaan perspektif antara penyidik dengan penuntut umum 

c. Memaksimalkan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum 
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Lampiran 9 

Berita Acara Koordinasi Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan Kepolisian 

Resor Sukoharjo 
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Lampiran 10 

Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 11  

Data Entry Kejaksaan  

 

 

 

 

 

 


